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PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

2 L\ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara:
XXXXX, lahir tanggal 14 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Asisten Rumah Tangga, beralamat di Dusun XXXXX,
RT.03, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten
Magelang: Sebagai Penggugat;
LAWAN
XXXXX, lahir tanggal 7 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun XXXXX RT.015,
RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten
Magelang; Sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 18
September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama M
ungkid dengan register perkara Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal
18 September 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinanya dengan
Tergugat pada tanggal 08 Desember 2017 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah
nomor : 0395 / 020 / XII / 2017 tertanggal 08 Desember 2017 yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten
Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama wira wiri kadang ikut orangtua Tergugat di
XXXXX, XXXXX, Kajoran kadang ikut orangtua Penggugat di
Dusun/Desa XXXXX, Kec. Kaliangkrik dan sejak Juli 2018 antara
Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da
dhukul) namun belum dikaruniai anak

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan
5 bulan rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan percekcokan disebabkan setiap Penggugat minta uang
belanja hanya diberi Rp. 50.000 untuk 1 minggu padahal Tergugat
sebagai karyawan Hotel mempunyai penghasilan perbulan Rp.
3.000.000 namun yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp.50.000
5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta tambahan uang
belanja namun tergugat tetap tidak memberi sehingga berujung
perselisihan dan percekokan

6. Bahwa setiap terjadi percekcokan Tergugat sering mengucapkan
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talak puncaknya pada Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
hidup pisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat penah datang ke rumah Penggugat
namu malah terjadi percekcokan lagi , kemudian Tergugat mengemasi
pakaianya dan membawa HP milik Penggugat , lalu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada tanda —tanda untuk rukun kembali
8. Bahwa keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut
keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk
mendamaikan namun uapaya tersebut tidak berhasil
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak
betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan
Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam
suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang
terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cg. Majelis Hakim yang
menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian
memutus sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada

Penggugat (XXXXX);
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3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat ha
dir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah ha
dir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 September 2018 dan tang
gal 9 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi i

dak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 201

6 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidan

gan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termua
t dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah me
ngajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK
3308135402970003. tanggal 11-03-2012. (bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Nomor 0396/020/X11/2017. Tanggal

8 Desember 2017. (bukti P.2);
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Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga
menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.

XXXXX, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Dusun XXXXX, RT.03, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan
Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :
o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena s
aksi adalah Ayah kandung Penggugat;
o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang m
enikah Desember 2017, mereka terakhir tinggal bersama di rumah T
ergugat;
o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dik
aruniai anak;
o Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bert
engkar yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam hal memb
erikan nafkah;
o Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2018 Penggugat dan Ter
gugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke ru
mah saksi;
o Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk m
endamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan s
aksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergug
at;
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2. XXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.02, Desa XXXXX,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagai berikut:
o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena s
aksi tetangga Penggugat;
o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang m
enikah Desember 2017, mereka terakhir tinggal bersama di rumah T
ergugat;
J Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dik
aruniai anak;
o Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bert
engkar yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam hal memb
erikan nafkah kepada Penggugat;
o Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2018 Penggugat dan Ter
gugat telah berpisah tempat tinggal karena Pengggugat pulang ke ru
mah orang tuanya;
o Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk m
endamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;
Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup
dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah s
eperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup
rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini
adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut
syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut
perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di
Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1)

oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
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7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini
adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten
Magelang, Nomor 0396/020/XI1/2017. Tanggal 8 Desember 2017.
merupakan bukti  autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR,
harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak per
nah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh ora
ng lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resm
i dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

disebabkan setiap Penggugat minta uang belanja hanya diberi Rp. 50.000
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untuk 1 minggu padahal Tergugat sebagai karyawan Hotel mempunyai
penghasilan perbulan Rp. 3.000.000, akibatnya sejak Juli 2018 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peng
gugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang sa
ksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 seb
agaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah
memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubugangan keluarga atau
orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil
juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah
mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari
pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling
bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut
dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan denga
n keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di pe

rsidangan yang pada pokoknya :
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Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang me

ngadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Ur
usan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memili

ki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah
terakhir di rumah Tergugat, mereka suami isteri yang belum dikaruniai

anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 telah berpisah tempat
tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menya
takan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat
yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah seja
k Juli 2018 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petit
um primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat

ahli figh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o b il plgs axs Glas V Lo sl VI olSs zoll
adll lgill Login zMoVl e uolall jacg Logl Liol

sl

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
diahadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudabh tidak bisa dipertahankan kelangsuangan kehidupan rumah tangga d
iantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan k
eduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya de
ngan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pengg
ugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan te
rsebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu d
apat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bid
ang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-U
ndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
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kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkar
a sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Jum’at, tanggal 19
Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 Hijriyah,
oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan H.Masrukhin, S.H.
M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Immawati dan Nur Hamid,
S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Umi Khoiriyah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI. NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Materai Rp_6.000,00
Jumlah Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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